
Mengingat : 1.· Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, 
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan 
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran 
Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara R.I. Nomor 4264); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir 'dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
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Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran 
pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib 
pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka 
optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak 
daerah, maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan 
pemungutan pajak daerah melalui sistem online 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem 
Online; 
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Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah 
dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran 
Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3790); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3091) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 
58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 

12. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagairnana telah diu bah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tam bah an Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 5679); 

14. Undang-Undang 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran 
Negara Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
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